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Abstrak

Tata kelola perusahaan memiliki elemen penting, yakni direksi. Direksi bertugas mengelola perusahaan
sejalan dengan visi-misi dan memiliki wewenang mewakili perusahaan baik dalam maupun di luar
pengadilan. Dalam kasus penghentian anggota direksi, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)
dan alasan yang jelas menjadi syarat penting. Penelitian ini mengevaluasi validitas penghentian anggota
direksi PT. Multi Daya Wonua serta menganalisis putusan, seperti Kasus Nomor 16/pdt.G/2019/PN Kka,
82/PDT/2019/PT KDI, dan 1888 K/pdt/2020, yang berkaitan dengan penghentian direksi PT. Multi Daya
Wonua dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis
dengan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan. Penelitian bertujuan memberikan pandangan melalui
analisis kualitatif data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberhentikan anggota direksi
tanpa alasan yang jelas melalui RUPS dan tanpa memberikan kesempatan pembelaan bertentangan dengan
Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Perseroan Terbatas ; Organ Perseroan ; Pemberhentian Direksi ; Keputusan RUPS ; Perbuatan
Melawan Hukum.

Abstract

The board of directors is a key component of a company responsible for overseeing its operations and
representing it both in and out of court. The board can be removed at any time through a General Meeting
of Shareholders (RUPS) resolution, citing specific reasons for their removal. This study delves into the
validity of PT. Multi Daya Wonua's RUPS regarding director dismissal. It also examines whether the
decisions in Case Number 16/pdt.G/2019/PN Kka, 82/PDT/2019/PT KDI, and 1888 K/pdt/2020 on director
dismissal at PT. Multi Daya Wonua align with the guidelines set out in Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies. The research follows a normative legal approach, utilizing descriptive-
analytical methods to review existing materials and offer insights through collected data. The study
primarily employs qualitative analysis of secondary data. Findings highlight
that removing directors without specifying reasons through RUPS and without allowing a defense
contradicts Article 105 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.

Keywords: Limited Liability Company, Company Organs, Director Dismissal, RUPS Decisions, Unlawful
Acts.
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A. PENDAHULUAN
Sektor ekonomi menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia, dan ini

berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dalam pendirian perusahaan perseroan
terbatas. Tren global saat ini berkembang dengan cepat (Li, 2022), dan para pelaku
bisnis secara aktif memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam membangun bisnis, ada
beberapa opsi yang dapat ditempuh, salah satunya adalah mendirikan perseroan terbatas
(PT). Pengaturan perseroan terbatas didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Definisi Perseroan Terbatas dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “merupakan badan hukum yang
menjalankan sebuah usaha didirikan atas dasar perjanjian dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh
perseroan”.(Prasetya, 2011). Harta milik perusahaan terbatas adalah harta yang terpisah
dari harta pribadi pemiliknya. Kewajiban pemilik terbatas hanya sebatas investasi yang

diberikan dalam bentuk saham kepada perusahaan. Di samping itu, karakteristik
Perseroan Terbatas pada dasarnya dinamis dan terbuka, termasuk dalam hal mekanisme
penunjukan, pergantian, dan penghentian organ-organ yang beroperasi di perusahaan
tersebut.(Felicia Darlene, Oktober 2021).

“RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif
yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris” Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) memiliki hak istimewa yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batasan yang telah diatur dalam peraturan ini dan/atau
anggaran dasar perusahaan." Salah satu bentuk keputusan yang dapat diambil dalam
RUPS adalah untuk menghentikan Direksi dengan menyebutkan alasan penghentian
tersebut. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, disebutkan bahwa jika Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Direksi dan terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, maka
anggota Direksi yang bersangkutan dapat dipecat.(Ridwan Khairandy, 2009)

Berkaitan dengan penghentian anggota direksi, peneliti tertarik untuk
mengungkap isu terkait penghentian anggota Direksi melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Dalam situasi ini, Direksi diberhentikan melalui RUPS tanpa disertai
penjelasan mengenai alasan penghentian dan tanpa memberikan peluang kepada
anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri. Seharusnya, penghentian
anggota Direksi perlu disertai dengan alasan yang jelas. Jika penghentian anggota
Direksi tidak memiliki alasan yang beralasan, sebagaimana yang ditegaskan dalam

Pasal 105 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai dengan
prosedur yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. (Harahap, 2016)

Dalam hal ini terdapat salah satu kasus yang berkaitan dengan pemberhentian

https://doi.org/10.25105/51y7q037
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Direksi secara melawan hukum, pada kasus ini terdapat sebuah perseroan terbatas yang
berdiri yaitu PT Multi Daya Wonua, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Nomor : 03 tertanggal 03 September 2013, dalam kasus ini direksi diberhentikan secara
melawan hukum melalui keputusan RUPS. Bahwa dalam kasus ini penggugat sebagai
pendiri sekaligus anggota Direksi pada PT Multi Daya Wonua. Pada tanggal 31 Januari
tahun 2019, anggota Direksi tersebut diberhentikan dalam keputusan RUPS secara lisan
dan tanpa alasan oleh para pemegang saham PT. Multi Daya Wonua dan tidak
diberikan kesempatan untuk membela diri dalam pemberhentian tersebut, serta tidak
adanya pemberitahuan sebelumnya,dan tidak ada surat tertulis yang diberikan
menyatakan diberhentikan.(Nugroho, 2018)

Sebagai pertimbangan, penulis menemukan kasus lain terkait penghentian Direksi
yang dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Contohnya terdapat dalam putusan
No. 39/Pdt.G/2011/PN.JMB. Dalam kasus ini, Majelis Hakim mengabulkan permintaan
penggugat/Direksi yang diberhentikan secara sepihak tanpa alasan dan tanpa
kesempatan membela diri. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tergugat/para
pemegang saham sebagai pihak yang memberhentikan Direksi bertentangan dengan
hukum, karena tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mereka
memberhentikan Direksi tanpa menyertakan alasan dan tanpa memberi peluang untuk
membela diri. Seorang anggota Direksi diberhentikan melalui RUPS yang diadakan
oleh tergugat (pemegang saham), menghasilkan keputusan RUPS untuk menghentikan
Direktur Utama tanpa memberi ruang atau kesempatan kepada penggugat sebagai
direktur utama untuk mengutarakan keberatan atas pemecatan mereka sebagai anggota
direksi..

Sehubungan dengan hal tersebut, putusan pengadilan akhirnya mengabulkan
gugatan yang diajukan oleh Direktur Utama tersebut dan menyatakan bahwa pengguat
adalah sah sebagai Direktur Utama, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa
RUPS yang diselenggarakan untuk memberhentikan penggugat dari Direktur Utama
adalah tidak sah/batal karena hukum dengan alasan RUPS tersebut mengabaikan
sebuah prosedur terkait pemberhentian Direksi yaitu pemberian kesempatan untuk
membela diri bagi Direksi yang diberhentikan, karena hal tersebut merupakan bentuk
perlindungan hukum dari undang-undang PT yang diberikan bagi Direksi, sehingga
harus dipatuhi.

Dalam konteks ini, penulis menekankan tindakan yang bertentangan dengan
hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dengan tujuan untuk menghentikan
Direksi secara ilegal. Penelitian ini difokuskan pada isu validitas pemecatan anggota

Direksi tanpa alasan yang jelas, dan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perlindungan hukum bagi anggota
Direksi yang dipecat dalam keputusan RUPS yang diumumkan secara lisan, tanpa
penjelasan, dan tanpa kesempatan untuk membela diri. Tidak ada pemberitahuan
sebelumnya yang diberikan, juga tidak ada dokumen tertulis yang mengkonfirmasi

https://doi.org/10.25105/51y7q037
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pemecatan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, isu permasalahan dalam tulisan ini adalah

bagaimanakah keabsahan RUPS PT. Multi Daya Wonua dalam hal pemberhentian
anggota Direksi dan apakah Putusan Nomor 16/pdt.G/2019/PN Kka, 82/PDT/2019/PT
KDI, dan Nomor 1888 K/pdt/2020 terkait pemberhentian anggota Direksi PT. Multi
Daya Wonua sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.

B. METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan jurnal ini, digunakan metode penelitian normatif, yaitu

pendekatan yang mengandalkan sumber-sumber sekunder serta literatur. Pendekatan
penelitian dalam jurnal ini bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk menguraikan
secara terperinci objek permasalahan, yakni prosedur pemberhentian Direksi yang
terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, objek ini dianalisis secara
mendalam untuk mencapai kesimpulan yang terkait dengan permasalahan tersebut.
Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari sumber-sumber tak langsung.
Sumber data sekunder meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier seperti
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan
Pengadilan Negeri Nomor 16/PDT.G/2019/PN Kka, Keputusan Pengadilan Tinggi
Nomor 82/PDT.G/2019/PT KDI, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1888
K/PDT/2020, serta berbagai referensi berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel internet
yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Proses pengambilan kesimpulan
dilakukan melalui pendekatan deduktif, di mana konsep umum diubah menjadi
pernyataan yang lebih khusus, memungkinkan teori umum untuk dihubungkan dengan
kesimpulan yang lebih spesifik.(Trisakti, 2015)

C. PEMBAHASAN

Objek penelitian pada jurnal ini adalah pemberhentian anggota Direksi PT. Multi
Daya Wonua berdasarkan hasil keputusan RUPS yang menyatakan memberhentikan
Direktur Operasional (Sadikin) PT. Multi Daya Wonua. Pada 31 Januari 2019 diadakan
RUPS untuk merubah susunan Direksi, (Sadikin) selaku Direktur Operasional
diberhentikan dari kedudukannya sebagai Direktur Operasional melalui mekanisme
RUPS Tahunan yang diadakan di Hotel Castle yang berkedudukan di Kec. Pomala, Kab
Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 31 Januari 2019, PT. Multi Daya Wonua mengagendakan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS tersebut diajukan oleh para Tergugat selaku
pemegang saham, dengan agenda utama RUPS tahunan untuk memberikan laporan
tahunan. Mekanisme RUPS tersebut sudah memenuhi kuorum dengan hak suara yang
diajukan oleh para pemegang saham dan kemudian dilakukan pemangilan RUPS oleh

https://doi.org/10.25105/51y7q037
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Basirah (Direktur Utama PT. MDW) dengan agenda utama Laporan Tahunan.
Selanjutnya, saat RUPS dilaksanakan, Sadikin terkejut bahwa mendapat keputusan dari
para pemegang saham secara lisan yang menyatakan untuk menggantikan Sadikin dari
kedudukannya sebagai Direktur Operasional dengan tanpa alasan. Dalam keputusan
mengenai pemberhentian tersebut Sadikin selaku Direktur Operasional mengajukan
keberatan pada forum RUPS tersebut namun tidak ditanggapi dan tidak diberikan
kesempatan untuk membela diri oleh para pemegang saham yang hadir dalam RUPS
dan langsung menutup forum RUPS.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat/Pemegang Saham dalam
menghentikan Sadikin/Penggugat dari perannya sebagai Direktur Operasional, yang
tidak sejalan dengan prosedur penghentian Direksi yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Sadikin/Penggugat
mengambil langkah untuk mengajukan gugatan tingkat pertama ke Pengadilan Negeri
Kolaka.

Dalam hal ini di persidangan, bahwa saksi M. Husain yang juga pernah menjabat
Komisaris Utama PT. Multi Daya Wonua sejak Januari 2018 sampai pada Desember
2018, saksi hadir dalam RUPS 31 Januari 2019 karena diundang oleh penggugat. Saksi
tersebut menyatakan bahwa tidak mengetahui alasan pemberhentian penggugat/Sadikin
pada RUPS 31 Januari 2019 sebagai Direktur Operasional, pemberhentian tersebut
dinyatakan secara lisan dan Penggugat sempat mengajukan keberatan namun forum
RUPS langsung menyampaikan keputusan sebagai penutup. Kemudian terhadap
keterangan saksi lainnya dalam kasus ini yaitu, M. Nasrullah karyawan yang bekerja di
PT. Multi Daya Wonua, menurut keterangannya “tidak mengetahui alasan
pemberhentian Sadikin/Penggugat dari direktur operasional dan menurut keterangannya
tidak ada masalah dalam PT. Multi Daya Wonua selama Sadikin/Penggugat menjabat
sebagai Direktur Operasional.

Keabsahan RUPS PT Multi Daya Wonua Dalam Hal Pemberhentian Direksi

Prosedur pemberhentian direksi di atur ketentuannya pada pasal 105 Undang-
undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :

Pasal 105

“(1)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan
RUPS dengan menyebutkan alasannya.”

“(2)Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

https://doi.org/10.25105/51y7q037


Amicus Curiae Pemberhentian Direksi Secara Melawan Hukum Berdasarkan
Uu No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Apriyanto, Kerti
e-ISSN 3047-2504

Volume 1 Nomor 3, halaman1345-1355 Juli-September2024
DOI: https://doi.org/10.25105/51y7q037

1350

membela diri dalam RUPS.”

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi yang dilakukan oleh Para
pemegang saham yang diimplementasikan pada organ PT RUPS pada dasarnya sejalan
dengan ketentuan undang-undang yang mana Direksi diangkat oleh RUPS , maka dapat
diberhentikan juga melalui RUPS, apabila menurut penilaian para pemegang saham
direksi layak diberhentikan maka dapat dilakukan pemberhentian kepada anggota
direksi tersebut, namun perlu diketahui bahwa pemberhentian terhadap direksi terdapat
aturan hukum yang harus ditaati oleh para pemegang saham, dengan arti lain
pemberhentian direksi tidak boleh sewenang-wenang (sepihak), tanpa alasan.
(Nugroho, 2018)

Pemberhentian tersebut menimbulkan pertentangan dengan isi Pasal 105 UUPT
yang menyatakan bahwa anggota direksi bisa diberhentikan setiap saat dengan
penjelasan alasan yang tepat. Alasan yang dipakai untuk menghentikan anggota direksi
adalah alasan yang telah dijelaskan dengan tegas dan terinci di atas. Pemegang saham
memiliki kewenangan mutlak untuk menghentikan anggota direksi, dan tindakan ini
dapat diambil jika, menurut penilaian pemegang saham yang diwakili oleh Organ PT
RUPS, anggota direksi telah berkontribusi pada kerugian perusahaan melalui
pelaksanaan tugas manajerial. Walaupun begitu, dalam situasi ini, para pemegang
saham harus tetap mempertimbangkan hak pembelaan yang diberikan kepada anggota
direksi yang diberhentikan, dan memberikan pemberitahuan mengenai dasar
pemberhentian tersebut. (Harahap, 2016)

Pemecatan terhadap direksi melalui keputusan RUPS harus mencakup
penjelasan mengenai alasan di baliknya. Selain itu, keputusan untuk mencopot direksi
juga harus memastikan bahwa direksi yang terkena dampak diberikan peluang dan hak
untuk membela dirinya dalam sidang RUPS mengenai pemecatannya. Jika pemecatan
terhadap direksi tidak didukung oleh alasan yang jelas, maka hal ini bisa dianggap
sebagai pelanggaran terhadap hukum dan mengakibatkan kecacatan dalam proses
RUPS. (Harahap, 2016) Anggota direksi yang terlibat harus diberikan peluang untuk
menyatakan pembelaan diri mengenai pemecatannya dalam forum RUPS. Ini penting
karena hak ini, sesuai dengan Pasal 105 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas,
dianggap sebagai hak yang dilindungi bagi direksi yang menghadapi pemecatan.

Setelah pernyataan pembelaan diri dari direksi yang terkena dampak diterima, RUPS
akan dapat membuat keputusan setelah mempertimbangkan argumen tersebut.
(Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap, 2013)

Adapun salah satu prosedur untuk melakukan pemberhentian sementara direksi
dapat dilakukan oleh dewan komisaris jika mengacu pada ketentuan UUPT adalah
melakukan (Skorsing). Kewewenangan dewan komisaris sebagai organ yang
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melakukan pengawasan perseroan adalah memiliki otoritas untuk melakukan
pemberhentian sementara (skorsing) terhadap anggota direksi. Hak untuk
memberhentikan sementara tersebut dapat dilakukan dengan alasan bahwa terdapat
kepentingan perseroan yang sangat mendesak, sedangkan untuk memberhentikan
direksi melalui RUPS butuh waktu lama pelaksanaannya, sehingga pemberhentian
sementara tersebut merupakan suatu opsi alternatif terhadap kepentingan perseroan
yang mendesak. (Ridwan Khairandy, 2009)

Peluang untuk melakukan pembelaan terhadap pemecatan anggota direksi dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersifat wajib atau diatur oleh hukum yang
mengikat, sehingga harus diberikan. Namun, aturan dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas (UUPT) dapat mengabaikan kemungkinan pembelaan terhadap pemecatan
anggota direksi jika anggota direksi tersebut tidak menentang keputusan pemecatan
tersebut. Mengenai justifikasi penghentian anggota direksi, Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 menguraikan bahwa dasar umum pemecatan anggota direksi adalah
ketidakmemenuhi persyaratan sebagai seorang direktur, yang dapat diambil
berdasarkan keputusan RUPS. Di samping landasan umum tersebut, alasan lainnya
yang membenarkan pemecatan harus diungkapkan secara tegas dan meyakinkan, terkait
dengan pelanggaran dalam menjalankan tugas manajemen perusahaan. Jenis
pelanggaran ini meliputi penggunaan jabatan secara tidak benar, seperti:

1. Melakukan tindakan yang berakibat merugikan perusahaan.
2. Alasan pemberhentian lain yang dianggap pantas oleh RUPS.

Terhadap alasan pertama yaitu “melakukan tindakan yang merugikan
perseroan” pada dasarnya dapat dinilai secara konkrit dan objektif, misalnya :

1. Direksi yang bersangkutan terbukti secara meyakinkan dan jelas melakukan
kesalahan, melakukan tugas pengurusan dengan tidak dilandasi prinsip itikad
baik dengan cara menyalahgunakan kedudukan sehingga menimbulkan kerugian
bagi perseroan

2. tidak mampu menjalankan tugas pengurusan perseroan yang telah diamanahkan
oleh RUPS yang mengakibatkan kerugian perseroan

3. Terjadinya benturan kepentingan antara anggota direksi dan perseroan yaitu aset
atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi direksi yang bersangkutan
sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan

4. Terbukti menggelapkan harta kekayaan/aset perseroan untuk kepentingan
pribadi secara melawan hukum

5. Melakukan tindakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang tidak wajar
6. Dalam melakukan tugas pengurusan bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, (Harahap, 2016)
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Sementara untuk penyebab kedua, yaitu "alasan subjektif atau karena faktor lain
yang dianggap sesuai oleh RUPS," memiliki cakupan arti yang meluas dan tak terbatas.
Ini mengindikasikan bahwa pemegang saham memiliki kebebasan untuk mengevaluasi
dan menentukan alasan pemecatan yang dianggap sesuai untuk kemajuan perusahaan
melalui keputusan RUPS. (Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap,
2013)

Apabila penghentian jabatan direksi terjadi tanpa mengikuti tata cara yang
benar, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum karena
memenuhi aspek-aspeknya, termasuk keberadaan suatu tindakan, pelanggaran terhadap
hukum, adanya kesalahan, dampak negatif, dan hubungan sebab-akibat, sebagaimana
dijelaskan oleh Fuady. (Fuady, 2005)

masalah pemberhentian direksi pada penelitian ini yaitu Para pemegang saham
yang diimplimentasikan dalam RUPS tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik/ good coorporate governance , karena pemberhentian direksi
dilakukan dengan tanpa pemberian alasan serta tanpa memberikan hak untuk membela
diri, hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pemangku kepentingan yang
dalam kasus ini direksi yang diberhentikan tersebut.

Berkaitan dengan unsur-unsur good coorporate governance yaitu : Transparansi,
kesetaraan dan tanggung jawab pengurus perseroan, maka dalam kasus pemberhentian
direksi ini Para pemegang saham telah mengabaikan unsur transparansi yaitu terhadap
pemberian informasi/alasan terhadap pemberhentian Sadikin selaku direksi. Unsur
berikutnya yaitu kesetaraan, dalam hal ini para pemegang saham tidak memberikan
kesempatan pembelaan diri terhadap direksi yang diberhentikan tersebut, dalam hal ini
pemangku kepentingan (Para pemegang saham) tidak memberikan kesempatan bagi
direksi untuk menyampaikan keberatan atas pemberhentiannya. Berkaitan dengan hal
tersebut maka keseimbangan antara para pemangku kepentingan perseroan menjadi
tidak seimbang. (Hendrik Manossoh, 2016)

Kesesuaian Putusan Hakim Terhadap Pemberhentian Direksi PT. Multi Daya
Wonua Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas

Berdasarkan penjelasan kasus tentang penghentian Direksi PT. Multi Daya
Wonua yang terhubung dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam
situasi ini, penilaian peneliti terhadap keputusan Majelis Hakim adalah kurang tepat.
Hal ini disebabkan dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek
peluang untuk pembelaan diri serta alasan di balik penghentian Direksi yang diambil
oleh Para Pemegang Saham PT. Multi Daya Wonua melalui RUPS pada tanggal 31
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Januari 2019. Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa penghentian Direksi
yang dilaksanakan melalui RUPS telah dilakukan dengan benar, mengingat
pandangannya bahwa peluang untuk pembelaan diri tidaklah penting apabila Direksi
yang bersangkutan tidak mempermasalahkannya. Hal ini sejalan dengan peraturan
Pasal 105 ayat (4) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.

Pada dasarnya pembelaan diri memang tidak diperlukan jika direksi yang
bersangkutan tidak keberatan hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang, namun
dalam kasus ini Sadikin selaku Direktur Operasional merasa keberatan dan mengajukan
keberatan atas pemberhentiannya dalam RUPS tersebut namun tidak ditanggapi oleh
Para Pemegang saham yang mengikuti forum RUPS tersebut dan RUPS langsung
menyatakan pernyataan.

Terhadap alasan pemberhentian Direksi dalam kasus ini dikaitkan dengan saksi
M.Husain yang juga ikut dalam RUPS tersebut, saksi M.Husain menyatakan bahwa
tidak mengetahui alasan pemberhentian Sadikin tersebut sebagai Direktur operasional
karena tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, Majelis Hakim dalam hal ini
tidak mempertimbangkan alasan pemberhentian tersebut. Selanjutnya Terhadap
pemberhentian tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusannya,
Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan anggaran dasar PT.Multi Daya Wonua
pada pasal 11 poin 3 y0061itu : “Anggota Direksi diangkat melalui RUPS, untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun serta tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham
sewaktu-waktu”, berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya Pemegang saham yang
direpresentasikan dalam organ perseroan RUPS diberikan kewewenangan oleh aturan
hukum dan undang-undang, untuk memecat anggota direksi. (Nugroho, 2018)

Majelis hakim melewatkan unsur-unsur mengenai alasan pemberhentian direksi
tersebut secara eksplisit seperti alasanpemberhentian direksi secara umum yaitu direksi
yang bersangkutan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai anggota direksi perseroan hal
ini berdasarkan penilaian Para pemegang saham yang direpresentasikan dalam
keputusan RUPS. kemudian terhadap alasan pemberhentian lainnya Majelis Hakim
tidak mempertimbangkannya yaitu

misalnya direksi yang bersangkutan telah terbukti “melakukan tindakan yang
merugikan perseroan”. (Harahap, 2016)

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini “kurang tepat” karena Majelis
Hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberhentian tersebut dan juga tidak
mempertimbangkan terhadap tidak diberikannya kesempatan untuk membela diri bagi
anggota direksi yang keberatan atas pemberhentiannya.
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D. KESIMPULAN

Penghentian anggota direksi PT. Multi Daya Wonua lewat RUPS yang dilakukan
oleh para pemegang saham terhadap direktur operasional Sadikin dilaksanakan tanpa
diiringi dengan alasan penghentian yang jelas. Selain itu, dalam konteks penghentian
tersebut, anggota direksi (Sadikin) tidak diberi peluang untuk membela diri terhadap
keputusan penghentian tersebut. Dengan demikian, berdasarkan peristiwa ini yang
dihubungkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
pelaksanaan RUPS tersebut diakui sah secara legal. Namun, terdapat ketidaksesuaian
dalam hal penghentian Direksi melalui RUPS tersebut dengan ketentuan yang ada dalam
Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Dalam hal pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam kasus pemberhentian
ini tidak mempertimbangkan terhadap alasan pemberhentian direksi yang bersangkutan,
kemudian Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan terkait kesempatan pembelaan
diri bagi direksi yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim dalam kasus
pemberhentian direksi ini melewatkan unsur yang terdapat pada pasal 105 ayat (1) dan (2)
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
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